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Lazimnya praktik hubungan sipil-militer akan sangat
tergantung pada sejarah lahirnya suatu negara dan militer
itu sendiri. Militer Indonesia dalam perjalanan sejarah kela-
hirannya sangat kental dengan nuansa perjuangan ketika
merebut kemerdekaan.

Cara pandang hubungan sipil-militer ketika itu hanya
satu yaitu bangsa Indonesia “merdeka”. Realitas engineer-
ing hubungan sipil-militer yang berhasil merebut ke-
merdekaan itu pada akhirnya membangun karakter dan
jatidiri TNI hingga saat ini. Fakta sejarah pada puncaknya
menjadi pembenar ketika militer mengemban peran gan-
danya yang kemudian dikenal dengan Dwifungsi ABRI
sebagai model hubungan sipil-militer khas Indonesia (Noto-
susanto, 1984 dan Soebijono, 1992).

tidak bisa menempatkan TINI seke-

Perkembangan keterlibatan
dar sebagai alat sipil saja seperti

militer dalam politik di Indone-

. b . . dalam demokrasi Barat, juga tidak
sia terus bergerak maju seiring sebagai rezim militer” (Notosusan-
lemahnya kontrol publik, yang to, 1984:27-28).
didukung oleh kondisi instabili- Berbagai keberhasilan peran
tas nasional sebagai akibat ber- militer dalam politik menjadikan

bagai pemberontakan dan perti-
kaian politik yang tidak kunjung
selesai. Munculnya gagasan ini
diawali pada tahun 1955 oleh
Abdul Haris Nasution, sebagai-
mana ditegaskan,

“Saya berkeyakinan, bahwa kita

lepas kontrol, puncaknya pada
Era Orde Baru, ketika militer di-

gunakan sebagai alat pelang-
geng kekuasaan. Dengan Dwi-

- fungsi ABRI, dapat menjamah

semua ranah politik (infra dan
supra struktur politik) secara ek-

*) Alumni S2 Ketahanan Nastonal Sekolah Pascasarjana UGM.
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sesifnya. Memang sesungguhnya
peran militer dalam politik bukan

merupakan fenomena sepihak
tanpa pengaruh timbal balik dari
suatu lingkungan. ABRI dengan
Dwifungsinya, Bilveer Singh me-

‘ngatakan,

" More critical is the fact that Dwifung-
si ABRI is not merely a doctrine ex-
plaining and justifying the armed
forces intervention in Indonesia poli-
tics. It is more than that as ABRI has,

over the years the most important de-
terrence the country possesses against
forces that would want to undermine
the Unity and Unitary nature of In-
donesia, the country’s 1945 Consti-
tution and its national ideology of
Pancasila. Seen in this regard, Dwi-
fungsi ABRI should be understood
from the historical and political con-
text” (Bilveer Singh, 1995: 90-91).

Dengan demikian jelas, kira-
nya intervensi militer dalam poli-
tik bukan hanya berasal dari pi-
hak militer, hal itu bisa jadi kare-
na sebuah manifestasi spesifik
cerminan masyarakat negara
berkembang. Lebih lanjut Hun-
tington mengatakan,

...... the general politicization of so-
cial forces and institutions. In such
societies, politics lacks autonorny, com-
plexity, coherence, and adaptability,
all sorts of social forces and groups
become directly engaged in general

politics” (Agus Widjojo, Okt 2000).

Besarnya peluang militer men-
jamah ranah politik telah mem-
berikan kekuasaan begitu luas-
nya di samping kurang berjalan-
nya kontrol publik akan menja-
di “bom waktu” ketika hal terse-

but tidak diimbangi dengan ke-

mampuan yang memadai. Peri-
hal “ketidakbecusan” politik ke-
lompok militer itu Dixon, men-

sinyalir:
“Gumber dari ketidakbecusan mi-

liter ini, adalah taraf kemampuan
intelektual yang relatif rendah dari

personilnya. Taraf kemampuan
intelektual yang relatif rendah
pada awal memasuki militer itu-

rangkaian pendidikan berikutnya.
Namun, yang lebihberbahaya lagt
dari taraf kemampuan intelektual
yang rendah ini, adalah muncul-
nya sikap anti intelektual yang
dikembangkan dalam kehidupan
militer, yang menyebabkan ma-

salah-masalah pertahanan dan
keamanan tidak dapat dianalisa
secara obyektif dan rasional” (Soe-
jono, 1982:10).

 Cerminan di atas tergambar-
kan melalui potret ketika gelom-
bang balik dengan runtuhnya
Dwifungsi ABRI. Hal ini sejalan
dengan berakhirnya Rezim Orde
Baru, sehingga masyarakat me-
nuntut peran TNI memenuhi for-
mat demokratisasi, ditandai de-
ngan supremasl sipil-militer, mi-
liter tunduk kepada keputusan
politik negara.

Berangkat dari tuntutan re-
formasi inilah secara radikal me-
lahirkan berbagai perubahan
yang meliputi doktrin struktur
dan kultur TNI. Kemudian di-
susul lahirnya UU No.3 tahun
2002 tentang Pertahanan Nega-
ra, UU No.39 tahun 2008 tentang
Kementerian Negara dan UU
No.34 tahun 2004 tentang TNIL.
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Perubahan berbagai Undang-
Undang tersebut menjadikan
frame work dalam membangun
TNI “baru”, sebagaimana para-
digma TNI yaitu; sebagai bagian
dari sistem nasional, selalu ber-
dasar kesepakatan bangsa mela-
lui keputusan politik yang di-
tuangkan dalam undang-un-
dang, bebas atau steril dari poli-
tik praktis, profesional, kuat dan
modern, tunduk pada hukum
dan hak asasi manusia.

Salah satu kosekuensi dari
hal terkait menuntut adanya re-
formasi birokrasi organisasi Ke-
menterian Pertahanan dan TNI
khususnya mengenai restruk-
turisasi Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi (PTF) Kementerian
Pertahanan di daerah.

PTF Kementerian Pertahan-
an sebagai pengemban fungsi
pemerintah di bidang pertahan-
an negara dalam pelaksanaan-
nya selama ini di emban oleh Ko-
mando Daerah Militer (Kodam)
yang berdasarkan Keputusan
Menhankam Nomor: Kep 012/
VII/ 1988 tanggal 31 Agustus
1988 tentang Kodam sebagai PTF
Dephankam di daerah. Pelak-
sanaan PTF Kementerian Perta-
hanan di daerah yang mem-
bidangi “urusan pemerintahan”
menjadi tidak efektif dikarena-
kan dasar hukum yang memberi-
kan legalitas sudah tidak lagi da-
pat memayunginya. Kodam bu-
kan lagi merupakan bagian dari

birokrasi pemerintahan daerah,
sehingga Kodam tidak lagi me-
miliki kewenangan secara lang-
sung menyentuh hal-hal yang
terkait pengelolaan sumber daya

dalam mengemban PTF sebagai-
mana dijelaskan di atas, menjadi-
kan stagnan yang pada akhirnya
memperlemah penyiapan sistem
pertahanan negara.

Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kementerian Pertahan-
an di Daerah dan Permasalah-

annya

Penyelenggaraan pertahanan
negara merupakan salah satu
fungsi pemerintahan yang di-
siapkan sejak dini dan dilakukan
secara nasional untuk menjamin
terdukungnya kepentingan na-
sional. Pada Undang-Undang
nomor 3 tahun 2002 tentang Per-
tahanan Negara, menyatakan
bahwa penyelenggaraan perta-
hanan negara disusun melalui
pemberdayaan segenap sumber
daya nasional untuk ditransfor-
masikan menjadi kekuatan per-
tahanan negara.

Selanjutnya dalam pasal 16
ayat (7), dalam upaya pember-
dayaan sumberdaya nasional,
Menteri Pertahanan bekerjasama
dengan Departemen dan instan-
si lain untuk menyusun dan me-
laksanakan perencanaan strate-
gis pengelolaan sumberdaya un-
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tuk kepentingan pertahanan.
Sedangkan pasal 20 ayat (3)
mengamanatkan bahwa pem-
bangunan di daerah harus mem-
perhatikan pembinaan kemam-
puan pertahanan. Memperhati-
kan amanat di atas, jelaslah bah-
wa pembangunan sistem perta-
hanan negara tidak semata-mata
menjadi tugas dan tanggung ja-
wab Menteri Pertahanan, me-
lainkan menjadi tugas dan tang-
gung jawab segenap penyeleng-
gara negara termasuk Pemerin-

tah Daerah (Pemda). Demikian
pula sebaliknya bahwa setiap
bentuk pembangunan yang di-
laksanakan daerah harus mem-
pertimbangkan aspek pertahan-
an negara.

Oleh karenanya untuk men-
capai efektifitas aktualisasi sis-
tem pertahanan negara, seba-
gaimana dimaksud maka pada
Undang-Undang No. 39 tahun
2009 tentang Kementerian Nega-
ra, pasal 9 ayat (3) yang menga-
manatkan bahwa Kementerian
Pertahanan perlu segera mewu-
judkan pembentukan instansi
vertikal untuk mensinergikan
kebijakan dalam penyelengga-
raan pertahanan negara di dae-

rah.

Kementerian Pertahanan se-
bagai pengemban sebagian fung-
si pemerintah di bidang perta-
hanan negara telah menyeleng-
garakan kegiatan tugas dan

fungsi Kemhan di daerah yang

selama ini diemban oleh Kodam
berdasarkan Keputusan Men-
hankam Nomor Kep/012/VII/
1988 tanggal 31 Agustus 1988
tentang Penetapan Kodam se-
bagai Penyelenggara Tugas dan

Fungsi Dephankam di Daerah.

Penunjukan Kodam dimaksud-
kan sebagai upaya optimalisasi
pelaksanaan tugas Dephan di
daerah. Seiring dengan perkem-
bangan politik, tugas ini menja-
di kurang efektif dan tidak ber-
landaskan pada dasar hukum
yang tepat. Peran Kodam se-
bagai pengemban profesionalitas
alat pertahanan negara tidak lagi
memiliki kewenangan langsung
menjamah urusan pemerintah-
an. Tugas dan fungsi pemerintah-
an di bidang pertahanan yang
menjadi kewenangan Kemhan
(urusan pemerintahan sipil) di
daerah perlu penyesuaian. Se-
hingga secara bertahap diperlu-
kan transformasi peralihan fung-
si ke dalam kelembagaan fung-
sional yang mencakup lingkup
dan fungsi pemerintahan dalam
wujud instansi vertikal Kemhan
di daerah. Dengan demikian ter-
jadi sinkronisasi dan koordinasi
tugas-tugas pemerintahan bi-
dang pertahanan antar pemerin-
tah daerah dengan instansi ver-
tikal tersebut.

Peran PTF Kementerian Per-
tahanan di Daerah

Salah satu tugas pokok Ko-
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dam sebagaimana ditetapkan
dalam Kep/012/VIII/1988, ha-
kikatnya yaitu memberdayakan
segenap sumber daya nasional di
daerah yang meliputi; SDM,
SDA, SDB, Sarana Prasarana
Nasional, Teknologi dan Tata
Ruang, untuk ditransformasikan
menjadi kekuatan pertahanan
negara yang siap digunakan un-
tuk melaksanakan tugas perta-
hanan negara. Dengan diemban-
hya peran, fungsi dan tugas ter-
sebut maka PTF Kementerian
Pertahanan di daerah merupa-
kan bagian dari sistem tata kelo-
la Pemerintahan Daerah artinya
PTF merupakan bagian dalam
sebuah sistem manejemen Peme-
rintahan Daerah. Manajemen
pengelolaan sumberdaya nasio-
nal didaerah meliputi; pengka-
jlan; penginventarisasian sum-
berdaya pertahanan negara; pe-
rencanaan, penyusunan prog-
ram, pembentukan, pemeliha-
raan dan pengamanan SDM,
SDA, SDB pertahanan negara;
pengerahan (mobilisasi dan de-
mobilisasi) kekuatan pertahanan
negara.

Faktor yang Menentukan Ke-
berhasilan PTF Kementerian
Pertahanan di Daerah

Pemenuhan Aspek Legal Ad-
ministrasi
Penyesuaian Kepmenhan No-
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mor: Kep/012/MA/II1/1988,
dengan prinsip-prinsip penye-
lenggaran pertahanan sebagai-
mana Undang-Undang No. 3
tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara, Undang-Undang No. 39
tahun 2008 tentang Kementeri-
an Negara dan UU No.34 tahun
2004 tentang TNI, akan dida-

patkan beberapa keuntungan:
(a) Azas legalitas dan akuntabi-
litas penyelenggaraan PTF Ke-
menterian Pertahanan di daerah,
sehingga tidak lagi terjadi pe-
minggiran peran dan fungsi
dalam konteks penyelenggaraan
sistem pemerintahan di daerah.
(b) Terwujudnya efektifitas or-
ganisasi Kementerian Pertahan-
an khususnya ditingkat pelak-
sanaan di daerah, mengingat se-
mua kebijakan pertahanan nega-
ra akan menjadi bagian dari
proses penyelenggaraan peme-
rintahan di daerah. (c) Implemen-
tasi kebijakan pertahan negara
akan selalu direspon semua insti-
tusi fungsional mengingat ke-
pentingan pertahanan negara
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan pembangun-
an negara mengingat pertahan-
an negara merupakan fungsi pe-
merintahan, disiapkan sejak dini
melalui pembangunan dalam
kerangka kepentingan nasional
yaitu kesejahteraan dan keaman-

an,
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Kelayakan Organisasi melalui

pembentukan Pelaksana Tu-

gas Pokok Kementerian Per-
tahanan

Hal ini dilakukan dalam rang-
ka: (1) Terwujudnya penajaman
tugas-tugas berkenaan dengan
pengelolaan sumberdaya nasio-
nal di daerah, karena secara poli-
tis memiliki legalitas hukum,
mengingat adanya ketegasan
dan kejelasan kewenangan yang
diberikan. Besarnya otoritas
yang diberikan kepada Pelaksa-
na Tugas Pokok Kementerian
Pertahanan tidak sekedar untuk
kepentingan Kementerian Per-
tahanan/TNI, tetapi untuk ke-
pentingan nasional. Dengan oto-
ritas tersebut Pelaksana Tugas
Pokok Kementerian Pertahanan
akan memiliki harga tawar de-
ngan couterpart nya (Pemerinta-
han Daerah dan instansi vertikal
lainnya) sehingga program-prog-
ram kepentingan strategis per-
tahanan selalu direspon (tidak
mandul seperti saat ini). (2) Op-
timalisasi atas peran, fungsi dan
tugas Pelaksana Tugas Pokok
Kementerian Pertahanan di dae-
rah dapatdilakukan, mengingat
adanya jaminan hukum se-
bagaimana dijelaskan di atas.
Keberadaan Pelaksana Tugas
Pokok Kementerian Pertahanan
tidak hanya sekedar sebagai fa-
silitator, koordinator dan regula-
tor, namun disisi lain dapat
bertindak sebagai pengawas

melalui prosedur dan mekanis-
me pengawasan melekat yang
nantinya diteruskan secara fung-
sional kepada Badan Pengawas
Keuangan (BPK) ketika dipan-
dang perlu di daerah terjadi pe-
nyimpangan program yang ber-
tentangan dengan kepentingan
pertahanan negara. (3) Membe-
rikan penguatan kepada counter-
part dalam upaya pencapaian
usulan program pembangunan
daerah kepada Pemerintah un-
tuk mendapatkan prioritas, meng-
ingat besaran program pemba-
ngunan tersebut bernilai strate-
gis nasional, misalnya menyang-
kut masalah perbatasan, pulau
kecil terluar dan seterusnya. (4)
Terpenuhinya kerangka efektifi-
tas dan efisiensi organisasi, an-
tara lain: (a) Kinerja kelemba-
gaan dapat dibangun karena lo-
yalitas hanya satu yaitu tegak lu-
rus kepada Menhan. (b) Mana-

jemen akan semakin efektif kare-
na rumusan tugas, fungsi dan

tataran kewenangan semakin
jelas tidak lagi duplikasi (yang
sebelumnya tiga fungsi sekaligus
diembannya). (c) Menjembatani
program lintas sektoral antara;
satuan TNI yang ada diwilayah,
Pemda dan stake holder terkait
lainnya di daerah. Hubungan ke-
terkaitan yang dimaksud menu-
rut istilah Kementerian Peren-
canaan Pembangunan Nasional
disebut “focus prioritas” yaitu:
“Bagian dari priorifés untuk men-
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capai sasaran strategis, yang di-
laksanakan oleh masing-masing
Kementerian/Lembaga, maupun
- lintas Kementerian/Lembaga se-
suai dengan tugas pokok dan
fungsinya, di mana pada tingkat
Kementerian/ Lembaga, prioritas
dan fokus prioritas diterjemahkan
melalui program dan kegiatan

(Dephan, 2008).

Strategi yang Ditempuh
Strategi yang ditempuh an-
tara lain: (1) Menentukan Ran-
cang bangun struktur organisasi
Pelaksana Tugas Pokok Kemen-
terian Pertahanan di daerah yang
memenubhi kriteria: (a) Undang-
Undang No.3 tahun 2002 ten-
tang Pertahanan Negara, Un-
dang-Undang No. 39 tahun 2008
tentang Kementerian Negara
dan UU No.34 tahun 2004 ten-
tang TINI dan Permenhan RI No-
mor: PER/01/M/VIII/ 2005 ten-
tang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perta-
hanan. (b) Mampu menjemba-
tani antara kepentingan Peme-
rintah Pusat dan Daerah dalam
upaya pembangunan bidang
pertahanan di daerah. (¢) Mam-
pu mengkoordinasi semua ke-
pentingan pertahanan di daerah
dengan Pemda dan instansi ter-
kait lebih optimal, sehingga sin-
kronisasi kepentingan kesejah-
teraan dan pertahanan di daerah
~dapat terjalin secara terencana.
(d) Mampu memberikan nilai
efisiensi yang tinggi mengingat
kedudukan Pelaksana Tugas Po-
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kok berada langsung di bawah
Menhan. (e) Dapat meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pe-
laksanaan Tupoksi Kementerian
Pertahanan dalam perencanaan
pembangunan pertahanan se-
cara lebih komprehensif. (f)
Mampu mengakomodasikan
kepentingan Trimatra Terpadu
(AD, AL, dan AU) di daerah se-
bagai wujud implementasi pe-
nylapan dini pertahanan semes-
ta. (g) Dapat mempertinggi po-
sisi tawar (bargaining possition)
dalam proses pembinaan sum-
berdaya nasional di daerah. (h)
Mampu melaksanakan peng-
awasan dan pengendalian dalam
memelihara kesinambungan ke-
pentingan pertahanan di daerah,
mengingat Pelaksana Tugas Po-
kok Kementerian Pertahanan
merupakan instansi vertikal
yang berada langsung di bawah
Menhan. (i) Memiliki kewenang-
an yang relatif kuat dibanding-
kan dengan model-model sebe-
lumnya. (j) Dapat mensinkro-
nisasikan fungsi-fungsi pemerin-
tahan yang diemban Kementeri-
an Pertahanan dan fungsi-fung-
si operasional yang diemban

TNI.

-
A -
L
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.
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RANCANG BANGUN STRUKTUR
ORGANISASI PELAKSANA TUGAS POKOK (PTP) KEMENTERIAN
PERTAHANAN DI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTAHANAN

Pemikiran Rancang bangun Struktur Organisasi Pelaksana Tugas Pokok Kementeri:
Pertahanan di daerah.

(2) Sosialisasi dan pembentukan
Pelaksana Tugas Pokok Kemen-
terian Pertahanan didaerah se-
cara bertahap. Sosialisasi dan
pembentukan Pelaksana Tugas
Pokok Kementerian Pertahanan
didaerah dilakukan secara berta-
hap menjadi penting, mengingat
dalam beralihnya fungsi peme-
rintahan yang selama ini diemban
Kodam, di dalamnya bersen-
tuhan dengan kewenangan/ ke-
kuasaan akan berimplikasi pada
kemungkinan penolakan, hal
tersebut sejalan pendapat Dixon
sebagaimana diurai di depan. Di
sisi lain berdasar sejarah pernah
- digunakannya TNI sebagai alat

kekuasaan perlu dibatasi, Lord
Acton, melalui tulisannya; “ Essays
on Freedom and Power”, tahun
1907. Agar tidak terulang masa
lalu militer ditarik dalam kancah
kekuasaan, maka ke depan sangat
diperlukan kemampuan sipil,
(Sundhaussen,1982). Mengalir
dari kekhawatiran-kekhawatiran
tersebut dan untuk menghindari
konsekwensi adanya penolakan

akibat Culture shock proses pem-
bentukan Pelaksana Tugas Pokok

Kementerian Pertahanan dilaku-
kan melalui sosialisasi serta proses
tahapan (tidak mengejut), sambil
mempersiapkan kualitas institusi
pengganti.
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